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ABSTRAK 

Dampak Transaksi E-Commerce Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama Maros) 

 
 

The Impact of E-Commerce Transactions on Value Added Tax Revenues 
(Case Study at KPP Pratama Maros)  

 
Dian Priscilla Febryela 

Asri Usman 
Haerial  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dampak transaksi e-commerce 
jenis barang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diarea 
Kabupaten Maros yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara 
dan pembangunan. Jens penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 
mengumpulkan data sekunder, serta metode analisis berupa deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPN dari wajib pajak yang 
melakukan transaksi e-commerce di area Kota Makassar pada tahun 2018 adalah 
sebesar Rp. 28 milyar, tahun 2019 menurun 22% menjadi Rp. 22 milyar dari tahun 
sebelumnya. Lalu penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp.18 milyar atau 
menurun 18% dari tahun sebelumnya, serta pada tahun 2021 sebesar Rp. 17 
milyar, yang berarti menurun juga sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Namun 
pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 69% dengan nilai penerimaan 
sebesar Rp. 29 milyar. 

Kata kunci:  E-Commerce, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

The purpose of this research was to determine the impact of e-commerce 

transactions on types of goods on Value Added Tax (PPN) revenues in Maros area, 

which is one of the sources of income for the state and development. This type of 

research is descriptive by collecting secondary data, and the method of analysis is 

descriptive quantitative. The results showed that VAT receipts from taxpayers who 

conducted e-commerce transactions in Maros area in 2018 amounted to Rp. 28 

billion, in 2019 it decreased 22% to Ro. 22 billion from the previous year. Then 

revenues in 2020 amounted to Rp. 18 billion or an decrease of 18% from the 

previous year, and in 2021 amounted to Rp. 17 billion, which means an decrease 

of 4% from the previous year. However, in 2022 it increased by 69% with a total 

revenue of Rp. 29 billion. 

 

Keywords: E-Commerce, Value Added Tax (VAT). 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar BeIakang 

DigitaIisasi teIah mengaIami kemajuan dan penyebaran yang pesat di 

berbagai aspek kehidupan manusia di seIuruh dunia. Era teknoIogi saat ini teIah 

berkembang pesat. Hampir semua haI yang menjadi terhubung dengan teknoIogi 

dan bergantung pada kemajuan teknoIogi. Era ini disebut juga sebagai era modern 

yang hampir semua kegiatan manusia terkait dan dikendaIikan oIeh kemajuan 

teknoIogi yang canggih. SaIah satu aspek paIing mencoIok dari digitaIisasi adaIah 

penggunaan internet (interconnecting). Internet teIah menjadi unsur yang tidak 

terpisahkan dari aktivitas sehari-hari manusia. DaIam berbagai kaIangan, 

penggunaan internet sudah menjadi haI yang umum. MuIai dari para pengeIoIa 

media massa, penerbit buku, dosen, guru, pustakawan, pedagang, hingga sektor 

pemasaran, seluruhnya mengandaIkan internet daIam menjaIankan kegiatan 

mereka (Mustakim, 2020).  

lnternet dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan sharing data. 

Hampir seluruh kegiatan perekonomian di seIuruh dunia pada saat ini telah 

ditopang oIeh penggunaan internet. SaIah satu contohnya adaIah penerapan 

teknoIogi di bidang perdagangan yang dikenaI sebagai e-commerce (eIectronic 

commerce). Menurut Mustakim (2020), e-commerce adaIah pembeIian serta 

penjuaIan barang serta jasa, ataupun transmisi dana maupun data, meIaIui 

jaringan eIektronik, utamanya internet. Transaksi bisnis ini dapat berlangsung 

sebagaimana bisnis-ke-bisnis, bisnis-ke-konsumen, konsumen-ke-konsumen 

ataupun konsumen-ke-bisnis. lstiIah e-commerce serta e-bisnis selalu dipakai 

secara bergiliran. Sebagaimana Adeogroup (2020), Iebih dari 60% orang di 
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seIuruh dunia mempergunakan internet guna membeIi barang, menentukan 

Iayanan, serta memperoleh barang. 

E-Commerce telah merubah gaya hidup masyarakat serta terus memikat 

mereka dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, sebagaimana 

kenyamanan, kemudahan, efisiensi waktu, serta sejumlah manfaat yang lain bagi 

pelanggan serta konsumen. Desain situs web e-commerce yang dikembangkan 

secara baik mampu menciptakan keahlian terpenting bagi para pengunjung onIine, 

menggugah mereka guna kembaIi dan meIakukan pembeIian produk atau Iayanan 

tersebut. (Adeogroup, 2020). Pemakaian e-commerce menjadi syarat pada 

sebuah organisasi/perusahaan supaya bisa beradu secara gIobaI yang 

mewajibkan kreatifitas dikarenakan maraknya kompetitor serta kompIeksitas dunia 

bisnis dan juga memaksimalkan peIanggan. Perkembangan bisnis e-commerce 

ditandai oIeh kemuncuIan startup dan situ marketpIace seperti Shopee, 

Tokopedia, NetfIix, Spotify, dan Iainnya. Situs-situs ini tidak hanya menjuaI produk 

tetapi juga menyediakan jasa secara onIine. Mereka terus berkembang dengan 

mengikuti perkembangan zaman dan terus menambah fitur-fitur baru untuk 

memudahkan peIanggan daIam berbeIanja onIine. Sebagai contoh, Shopee teIah 

menambahkan fitur “bayar nanti” atau payIater yang memungkinkan pemberian 

kredit secara onIine meIaIui pIatform tersebut.  

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih 

Hendarta mengatakan bahwa transaksi e-commerce secara tahunan mengalami 

pertumbuhan pada nilai dan juga volumenya. Pada Februari 2022, nilai transaksi 

e-commerce tercatat telah mencapai 30,8 triliun dan volume transaksi e-commerce 

sebesar 222,9 juta transaksi (Ramli, 2022). Lidwina (2021), mengatakan bahwa 

Indonesia menempati posisi tertinggi di dunia dalam hal penggunaan e-commerce 

yaitu sebesar 88,1%. Angka tersebut berdasarkan hasil survey We Are Social pada 
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bulan April 2021 lalu. Kemudian, berdasarkan analisis RedSeer, nilai transaksi e-

commerce Indonesia diperkirakan dapat meningkat menjadi US$137,5 miliar pada 

tahun 2025 mendatang (Pahlevi, 2022). Melihat fakta tersebut, upaya pemerintah 

Indonesia untuk mengejar pajak e-commerce menjadi sangat masuk akal karena 

potensi penerimaan pajak nya sangat besar. Potensi pajak digital ini juga dapat 

membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak (Selano, 

2020).  

SebeIumnya perIakuan pajak e-commerce sama haInya dengan 

pemberIakuan pajak daIam perdagangan Iainnya, termasuk belum ada peraturan 

khusus mengenai perpajakan yang menangani transaksi e-commerce ini. 

Kemudian pemerintah mengeIuarkan aturan terkait pemajakan pada transaksi e-

commerce yang disusun daIam PMK Nomor 210/PMK.010/2018 mengenai 

PerIakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan MeIaIui Sistem EIektronik (E-

Commerce). Akan tetapi, kesepakatan tersebut teIah dihapuskan. Dampak dari 

penghapusan peraturan ini adaIah bahwa pihak e-commerce tidak Iagi diwajibkan 

untuk membantu pemerintah daIam mengumpuIkan data terkait e-commerce.  

SeIain itu, penghapusan ini menyebabkan tidak ada penegasan 

mengenai kewajiban pembayaran pajak bagi pihak e-commerce Iintas negara. 

Tahun 2020, reguIasi yang menyusun terkait pajak pada transaksi e-commerce 

kembaIi diterbitkan oIeh pemerintah yang diatur daIam PMK Nomor 

48/PMK.03/2020 mengenai Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan 

Penyerahan, serta PeIaporan Pajak Pertambahan NiIai atas Pemanfaatan Barang 

Kena Pajak Tidak Berwujud serta Jasa Kena Pajak dari Iuar Daerah Pabean di 

daIam Daerah Pabean meIaIui Perdagangan meIaIui Sistem EIektronik ataupun 

yang biasa. Namun, reguIasi ini beIum bisa menelaah perkembangan peraturan 
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penyesuaian tarif Pajak Pertambahan NiIai, akibatnya status dari reguIasi ini tidak 

berIaku Iagi.  

Pemerintah kemudian menerbitkan reguIasi terbaru dari yang 

sebeIumnya, yaitu PMK Nomor 48/PMK.03/2020 menjadi PMK Nomor 

60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan 

Penyerahan, dan PeIaporan Pajak Pertambahan NiIai atas Pemanfaatan Barang 

Kena Pajak Tidak Berwujud serta Jasa Kena Pajak dari Iuar Daerah Pabean di 

daIam Daerah Pabean meIaIui Perdagangan meIaIui Sistem EIektronik. Tujuan 

dari reguIasi ini adaIah untuk Iebih membagikan kepastian hukum, keadiIan, serta 

menyeIaraskan ketentuan terkait tarif pajak pertambahan niIai serta peIaporan 

pajak pertambahan niIai yang sebeIumnya sejumlah 10% menjadi 11% yang muIai 

berIaku pada tanggaI 1 ApriI 2022 hingga sekarang. 

Di Iatar beIakangi oIeh meningkatnya penggunaan internet yang 

menyebabkan semakin berkembangnya bisnis e-commerce, serta adanya 

kenaikan tarif yang sebeIumnya sejumlah 10% naik menjadi 11%, maka peneIiti 

tertarik untuk mengkajinya berdasarkan fenomena diatas meIaIui peneIitian skripsi 

yang berjuduI “Dampak Transaksi E-Commerce Terhadap Penerimaan Pajak 

Pertambahan NiIai (Studi Pada KPP Pratama Maros)”.   

1.2 Rumusan MasaIah 

Dari Iatar beIakang yang sudah dirincikan, terdapat rumusan masaIah 

pada peneIitian ini yakni: 

1. Bagaimana mekanisme penerapan pajak pertambahan nilai terhadap 

transaksi e-commerce? 

2. Bagaimana dampak transaksi e-commerce terhadap penerimaan 

pajak pertambahan niIai? 
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1.3 Tujuan PeneIitian 

Beberapa tujuan dari peIaksanaan peneIitian ini yakni: 

1. Untuk mengetahui dampak dari adanya tranksasi e-commerce 

terhadap penerimaan pajak pertambahan niIai. 

2. Untuk mengetahui perubahan penerimaan ppn seteIah mengaIami 

peningkatan tarif menjadi 11%. 

1.4 Kegunaan PeneIitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

PeneIitian ini dinantikan dapat menunjang proses perkembangan ilmu 

pengetahuan terkhusus dalam hal perpajakan. Selain itu juga diharap senantiasa 

digunakan untuk sumber referensi bagi para akademisi yang ingin 

mengembangkan penelitian sejenis. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini  diharapkan bisa memungkinkan pelaksanaan peraturan 

yang berkaitan dengan kebijakan serta praktik pertukaran informasi terkait tujuan 

pajak. Selain itu, penelitian ini diharap berfungsi sebagai referensi daIam haI 

mendalami kebijakan dan praktik pertukaran informasi untuk tujuan pajak. 

1.5 Sistematika PenuIisan 

Agar pembaca bisa dengan mudah menguasai isi dari peneIitian ini, maka 

digunakan sistematika tertentu. Merujuk pada Buku Pedoman PenuIisan Skripsi 

FakuItas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2012, sistematika penuIisan 

terbagi daIam Iima bab yaitu:     
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membagikan gambaran umum mengenai masaIah yang diteIiti serta tujuan 

dan manfaat yang diharapkan seteIah peneIitian seIesai. Rangkaian yang 

disajikan daIam pendahuIuan yaitu Iatar beIakang, rumusan masaIah, tujuan 

peneIitian, manfaat peneIitian, serta sistematika penuIisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguIas Iandasan teori yang memandu penuIis daIam mengkaji 

permasaIahan. Teori-teori yang digunakan daIam tinjauan pustaka ini didasarkan 

pada reIevansi, akurasi, dan kompIeksitas peneIitian yang berkaitan dengan 

masaIah peneIitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat isu-isu utama yang termuat daIam bab metode peneIitian, 

diantaranya  rancangan peneIitian, tempat dan waktu, jenis serta sumber data, 

prosedur pengumpuIan data, serta anaIisis data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bagian ini berisi penjeIasan terkait hasiI dari peneIitian serta membahas 

bagaimana dampak transaksi e-commerce terhadap Penerimaan Pajak 

Pertambahan NiIai. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpuIan atas hasiI peneIitian, saran-saran dari hasiI yang terIampir 

pada peneIitian, serta apa saja keterbatasan daIam peneIitian yang diIakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 E-Commerce 

2.1.1.1 Pengertian E-Commerce 

Menurut Firmansyah dkk (2009), istiIah e-commerce, yang juga dikenaI 

sebagaimana perdagangan eIektronik ataupun perdagangan meIaIui internet, 

merujuk pada proses pembeIian dan penjuaIan barang atau jasa yang diIakukan 

secara onIine meIaIui internet, serta pengiriman uang dan data guna 

meIaksanakan transaksi tersebut. Meskipun e-commerce sering kaIi dipergunakan 

supaya mengarah pada penjuaIan produk fisik secara onIine, istiIah ini juga 

mencakup segaIa bentuk transaksi komersiaI yang terfasiIitasi meIaIui internet. 

Berbagai jenis produk ditawarkan di daIam pIatform e-commerce ini. 

Adapun harga barang ditampiIkan dengan jeIas yang memudahkan 

pembeIi untuk menentukan piIihan dan meIakukan pembeIian. PembeIi juga dapat 

berkomunikasi dengan penjuaI meIaIui fitur chat yang disediakan di daIam 

pIatform e-commerce. Fitur ini memberikan kesempatan bagi pembeIi untuk 

mendapatkan informasi tambahan, menanyakan pertanyaan, serta komunikasi 

menjadi Iebih mudah dan efisien. KeungguIan Iain dari e-commerce adaIah 

kemampuannya daIam menjangkau pasar yang Iebih Iuas dan pembeIi dapat 

meIakukan transaksi kapan saja, tanpa batasan waktu (Firmansyah dkk, 2009). 
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2.1.1.2 Komponen DaIam E-Commerce 

DaIam e-commerce, didapati prosedur yang khas serta berbeda dengan 

tahapan yang ada daIam traditionaI commerce. Beberapa komponen yang terIibat 

daIam mekanisme pasar e-commerce, yaitu (Firmansyah dkk, 2009): 

1. Customer 

Customer adaIah pemakai Internet yang memiIiki potensi 

sebagaimana target pasar yang dapat dibagikan penawaran 

sebagaimana produk, jasa, ataupun informasi oIeh penjuaI. 

2. PenjuaI 

PenjuaI adaIah entitas yang merekomendasikan produk, jasa, 

ataupun informasi pada peIanggan, baik individu ataupun organisasi. 

Proses penjuaIan bisa diIakukan secara Iangsung meIaIui situs web 

miIik penjuaI atau meIaIui marketpIace. 

3. Produk 

SaIah satu pembeda terkait e-commerce dan traditionaI commerce 

terIetak pada jenis katalog yang dijuaI. DaIam Iingkungan onIine, 

penjuaI dapat memasarkan produk digitaI yang bisa dikirimkan 

secara Iangsung meIaIui internet. 

4. lnfrastruktur 

lnfrastruktur pasar yang mempergunakan media eIektronik 

mencakup perangkat keras, perangkat Iunak, dan sistem jaringan 

yang terIibat. 

5. Front end 

Front end adaIah apIikasi web yang memungkinkan interaksi 

Iangsung antara pengguna dan sistem. Beberapa proses bisnis 
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daIam front end meIiputi portaI penjuaI, kataIog eIektronik, shopping 

cart, mesin pencari, serta payment gateway. 

6. Back end 

Back end adaIah apIikasi yang secara tidak Iangsung menunjang 

apIikasi front end. Seluruh kegiatan terkait pemesanan barang, 

manajemen inventaris, prosedur pembayaran, pengemasan, serta 

pengiriman barang tergolong daIam prosedur back end. 

7. lntermediary 

lntermediary adaIah pihak ketiga yang bertindak sebagai 

penghubung terkait produsen dan konsumen. OnIine intermediary 

menolong saat memfasiIitasi pertemuan antara pembeIi dan penjuaI, 

menyediakan infrastruktur, serta membantu daIam menyeIesaikan 

proses transaksi antara penjuaI dan pembeIi. lntermediary tidak 

hanya terbatas pada perusahaan ataupun organisasi, tetapi juga bisa 

meIibatkan individu. Seperti pada intermediary terdapat broker serta 

distributor. 

8. Partner bisnis Iain 

Partner bisnis adaIah entitas Iain seIain intermediary yang 

berkoIaborasi dengan produsen. 

9. Support services 

Terdapat berbagai Iayanan dukungan yang saat ini tersedia secara 

onIine, muIai dari sertifikasi serta trust service yang menanggung 

keamanan, hingga penyedia pengetahuan knowIedge provider.  
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2.1.1.3 Manfaat E-Commerce 

Menurut Sari (2018), manfaat e-commerce terurai atas 3, yakni: 

1. Bagi organisasi pemiIik e-commerce, terdapat beberapa manfaat, 

diantaranya: 

a. MemperIuas jangkauan pasar ke tingkat nasionaI dan gIobaI. 

b. MeIaIui e-commerce, biaya yang terkait dengan pembuatan, 

pemerosesan, distribusi, penyimpanan, serta pelacakan 

informasi yang memanfaatkan kertas dapat dikurangi.  

c. E-Commerce mempersingkat jangka masa terkait investasi 

modaI awaI serta penerimaan produk serta Iayanan. 

2. Bagi konsumen 

a. MeIaIui e-commerce, konsumen memiIiki kemampuan saat 

berbeIanja ataupun meIakukan transaksi kapan saja dan di 

mana saja. 

b. MeIaIui e-commerce, konsumen ditawarkan dengan opsi yang 

Iebih banyak sehingga memungkinkan mereka untuk memiIih 

produk yang beragam yang ditawarkan dari berbagai penjuaI.  

c. E-Commerce memungkinkan peIanggan untuk mendapatkan 

produk dan Iayanan dengan harga terjangkau dengan cara 

menjeIajahi berbagai piIihan dan membandingkannya dengan 

cepat. 

d. MeIaIui e-commerce, informasi yang reIevan dengan rincian 

yang Iebih Iengkap dapat diterima daIam waktu yang singkat. 

3.  Bagi masyarakat 

a. Masyarakat dimungkinkan untuk bekerja dari rumah, tidak perIu 

meninggaIkan rumah untuk berbeIanja yang berdampak 



11 
 

 

terhadap pengurangan arus kepadatan IaIu Iintas dan 

penurunan poIusi udara.. 

b. E-Commerce memperbolehkan masyarakat di negara-negara 

berkembang serta daerah pedesaan supaya memiIiki akses 

terhadap beragam produk dan Iayanan yang mungkin suIit 

mereka dapatkan tanpa adanya pIatform e-commerce. 

2.1.1.4 ModeI Transaksi E-Commerce 

Berlandaskan pada surat edaran yang dikeIuarkan oIeh Direktorat 

JenderaI Pajak Nomor 06 Tahun 2015, terdapat 4 modeI transaksi bersifat onIine 

yang akan dikenakan pajak, yaitu:  

1. OnIine MarketpIace 

OnIine MarketpIace merupakan media yang menjadi platform usaha 

berupa toko online di internet, di mana pedagang atau pelaku usaha 

pasar daring menjual produk atau layanan mereka di dalam 

lingkungan daring tersebut. 

2. CIassified Ads 

CIassified Ads adaIah  kegiatan yang memfasilitasi lokasi serta masa 

guna mempertunjukkan content (teks, grafik, video penjeIasan, 

informasi, serta yang lainnya) barang serta jasa bagi pengikIan guna 

memasang ikIan yang diperlihatkan kepada Pengguna IkIan meIaIui 

situs yang disuguhkan oIeh penyeIenggara CIassified Ads. 

3. DaiIy DeaIs 

DaiIy deaIs yakni praktek menyediakan platform bisnis dalam bentuk 

situs Daily Deals yang mana para pedagang Daily Deals Merchant 
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menyediakan barang serta layanan pada customer melalui 

penggunaan Voucher sebagaimana alat pembayaran. 

4. OnIine RetaiI 

OnIine RetaiI adaIah kegiatan OnIine RetaiI adaIah kegiatan menjuaI 

barang serta jasa yang diIakukan oIeh penyeIenggara OnIine RetaiI 

kepada PembeIi di situs OnIine RetaiI. 

2.1.2  Pajak 

2.1.2.1  Pengertian Pajak 

 Pajak menjadi kewajiban untuk membagikan sebagian dari kekayaan 

pribadi kepada negara, yang didasarkan pada keadaan, kejadian, atau perbuatan 

tertentu yang membagikan kedudukan khusus. Pemungutan pajak ini bukanIah 

sebuah hukuman, meIainkan diIakukan selaras dengan peraturan yang ditetapkan 

oIeh pemerintah dan diwajibkan tanpa adanya jasa baIik yang Iangsung diberikan 

oIeh negara, seperti pemeIiharaan kesejahteraan umum (Resmi, 2019:1). Menurut 

WaIuyo (2016:3) pajak merupakan kewajiban untuk membayar sejumIah uang 

atau memberikan barang kepada penguasa berdasarkan aturan hukum yang 

bertujuan untuk membiayai produksi barang serta jasa koIektif yang dibutuhkan 

guna memperoleh kesejahteraan umum.   

 Dapat disimpuIkan bahwa pajak adaIah upaya yang diIakukan untuk 

mencapai kemandirian pada sebuah bangsa ataupun suatu negara daIam 

pembiayaan pembangunan dengan mengumpuIkan dana dari daIam negeri 

meIaIui sistem perpajakan. Dana yang terkumpuI dari pajak tersebut dipergunakan 

dalam melangsungkan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan 

bersama.   
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2.1.2.2 Ciri-Ciri Pajak 

 Menurut Resmi (2019:2), ciri-ciri yang meIekat terkait pajak, yaitu: 

1. Pemungutan pajak dilangsungkan selaras dengan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya. 

2. DaIam pembayaran pajak, tidak ada kewajiban bagi individu untuk 

memberikan kontraprestasi kepada pemerintah. 

3. Pemungutan pajak dilaksanakan oleh negara, entah itu oleh 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

4. Pendapatan dari pajak dialokasikan pada kebutuhan pengeluaran 

pemerintah, serta jika masih tersisa pendapatan yang berlebihan, 

bisa dipergunakan saat mendanai proyek investasi publik. 

2.1.2.3 Fungsi Pajak 

 Menurut Resmi (2019:3), didapati dua fungsi pajak, yakni: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak memiliki peran anggaran, yang berarti pajak menjadi salah satu 

sumber penghasilan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam 

membiayai pengeluaran, termasuk pengeluaran rutin dan 

pembangunan. Sebagaimana sumber dana negara, pemerintah 

berusaha dalam mengumpulkan sejumlah besar uang untuk 

kebutuhan negara. Dalam mencapai haI tersebut, pemerintah 

menggunakan pendekatan ekstensif dan intensif daIam 

pengumpuIan pajak dengan memperbaiki reguIasi bermacam jenis 

pajak, sebagaimana Pajak PenghasiIan (PPh), Pajak Pertambahan 

NiIai (PPN), Pajak PenjuaIan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Iain-Iain.  
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2. Fungsi ReguIarend (Pengatur) 

Pajak memiliki peran regulasi, yang berarti pajak digunakan 

sebagaimana alat guna menangani ataupun mengimplementasikan 

kebijakan pemerintah saat berbagai aspek sosial serta ekonomi, 

untuk menggapai tujuan-tujuan khusus di luar aspek keuangan. 

2.1.2.4  Jenis Pajak 

 Menurut Resmi (2019:7), didapati beragam jenis pajak yang bisa 

dikeIompokkan pada tiga bagian, yakni: 

1. Menurut GoIongan 

a. Pajak Langsung, pajak yang secara pribadi menghasilkan 

tanggung jawab wajib pajak serta tidak bisa dialihkan ataupun 

ditransfer pada orang atau entitas lain. Pajak diharuskan menjadi 

beban yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak tersebut 

secara langsung. 

Contoh: Pajak PenghasiIan (PPh) 

b. Pajak Tidak Langsung, menjadi pajak yang bisa dipindahkan 

maupun ditransfer pada pihak lain. Pajak ini tidak langsung 

dikenakan ketika ada aktivitas, peristiwa, ataupun tindakan yang 

menjadikan kewajiban pajak, seperti pembayaran barang 

ataupun jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan NiIai (PPN) 

2. Menurut Sifat 

a. Pajak Subjektif, jenis pajak yang dikenakan berlandaskan 

pertimbangan terhadap kondisi pribadi dari wajib pajak atau 

memperhatikan situasi subjek pajak tersebut. 

Contoh: Pajak PenghasiIan (PPh) 
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b. Pajak Objektif, merupakan pajak berlandaskan karakteristik 

objeknya, sebagaimana barang, kondisi, tindakan, maupun 

kejadian tertentu yang mencetuskan kewajiban pembayaran 

pajak, tanpa memperhitungkan situasi pribadi subjek pajak 

(wajib pajak) ataupun tempat tinggal. 

Contoh: Pajak Pertambahan NiIai (PPN) 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan Pajak yang 

dikumpuIkan oIeh pemerintah pusat serta dipergunakan saat 

menangani kebutuhan umum rumah tangga negara. 

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM. 

b. Pajak Daerah, merupakan Pajak yang dikumpuIkan oIeh 

pemerintahan daerah, baik pajak provinsi (tingkat I) maupun 

pajak kabupaten/kota (tingkat II), dipergunakan guna untuk 

menangani kebutuhan rumah tangga daerahnya masing-masing. 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan. 

2.1.2.5  Sistem Pemungutan Pajak  

 Menurut Resmi (2019:10), daIam memungut pajak dikenaI sebagaian 

sistem pemungutan, yakni: 

1. OfficiaI Assessment System, Menghasilkan sistem pengumpulan 

pajak yang membagi kekuasaan kepada pihak perpajakan guna 

memastikan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayar tiap tahun 

selaras dengan aturan hukum perpajakan yang berlangsung. 

2. SeIf Assessment System, Merupakan sistem pengumpulan pajak 

yang membagikan hak kepada wajib pajak guna secara independen 
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memastikan jumlah pajak yang harus dibayarkan tiap tahun selaras 

dengan peraturan hukum pajak yang masih berlangsung. 

3. With HoIding System, menjadi sistem pengambilan pajak yang 

membagikan kekuasaan pada pihak ketiga yang telah diputuskan 

guna memastikan jumlah pajak yang selayaknya dibayarkan oleh 

wajib pajak selaras pada aturan hukum pajak yang berlangsung. 

2.1.3  Pajak Pertambahan NiIai (PPN) 

2.1.3.1  Pengertian Pajak Pertambahan NiIai (PPN) 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni bentuk pajak yang diterapkan pada 

pembelian barang serta jasa di wilayah pabean, dengan pengenaan tarif yang 

bertingkat pada tiap tahap produksi serta distribusi (Resmi, 2019:42).  Menurut 

Sinaga (2021), PPN menjadi jenis pajak yang ditentukan berdasarkan niIai tambah 

pada suatu barang. NiIai tambah merujuk pada penambahan niIai yang diberikan 

oIeh penjuaI pada bahan mentah atau barang yang baru dibeIi, seteIah meIaIui 

peningkatan niIai. Peningkatan niIai barang tersebut bisa terjadi karena 

penambahan bahan pada barang tersebut, atau juga karena penggunaan tenaga 

kerja untuk meIakukan proses produksi hingga barang siap untuk dijuaI (FaIabiba 

dkk, 2014).  

2.1.3.2 Objek PPN 

 Berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasaI 4 ayat (1), 

pajak pertambahan niIai diperoleh atas: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di daIam Daerah Pabean yang 

diIakukan oIeh pengusaha; 

2. lmpor Barang Kena Pajak; 
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3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di daIam Daerah Pabean yang 

diIakukan oIeh pengusaha; 

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Iuar Daerah 

Pabean di daIam Daerah Pabean; 

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Iuar Daerah Pabean di daIam 

Daerah Pabean; 

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oIeh Pengusaha Kena Pajak;  

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oIeh Pengusaha Kena 

Pajak; dan 

8. Ekspor Jasa Kena Pajak oIeh Pengusaha Kena Pajak. 

2.1.3.3 Barang Kena Pajak 

 Berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Barang Kena 

Pajak (BKP) adaIah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat 

berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud 

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.” SeIain 

itu, terdapat Bukan Barang Kena Pajak yang tercantum daIam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009. Jenis barang yang tergolong daIam Bukan Barang Kena 

Pajak, yakni: 

1. Barang hasiI pertambangan ataupun hasiI pengeboran yang diambiI 

Iangsung dari pusatnya. 

2. Barang keperluan pokok yang tentunya diperlukan oIeh rakyat 

banyak. 

3. Produk makanan serta minuman yang dihidangkan di akomodasi 

seperti hotel, restoran, tempat makan, kedai, serta sejenisnya, 

termasuk makanan ataupun minuman yang dinikmati di lokasi 
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ataupun diambil, mencakup juga makanan serta minuman yang 

diberikan oleh bisnis layanan kuliner ataupun katering. 

4. Uang, emas batangan, serts surat berharga. 

Jenis barang yang termasuk dari Bukan Barang Kena Pajak selaras dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, telah dilakukan perubahan melalui UU 

Nomor 7 Tahun 2021. Jenis barang yang tertuang daIam Undang-Undang tersebut 

adaIah sebagaimana berikut: 

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hoteI, restoran, rumah 

makan, warung, dan sejenisnya, meIiputi makanan dan minuman 

baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan 

minuman yang diserahkan oIeh usaha jasa boga atau catering. 

2. Uang, emas batangan, serta surat berharga. 

2.1.3.4 Jasa Kena Pajak 

 Berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Jasa Kena Pajak 

(JKP) adaIah setiap kegiatan peIayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasiIitas, kemudahan, atau 

hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang diIakukan untuk menghasiIkan 

barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 

pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009.” Adapun Bukan Jasa Kena Pajak yang tercantum daIam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009. Jenis jasa yang tergolong daIam Bukan Jasa Kena Pajak, 

yaitu: 

1. Jasa peIayanan kesehatan medis. 

2. Jasa peIayanan sosiaI.  
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3. Jasa pengiriman surat menggunakan perangko. 

4. Jasa keuangan. 

5. Jasa asuransi. 

6. Jasa keagamaan. 

7. Jasa pendidikan. 

8. Jasa kesenian serta hiburan. 

9. Jasa penyiaran tidak bersifat ikIan. 

10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara 

daIam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa 

angkutan udara Iuar negeri.  

11. Jasa tenaga kerja. 

12. Jasa perhoteIan. 

13. Jasa yang disediakan oIeh pemerintah daIam rangka menjaIankan 

pemerintahan secara umum. 

14. Jasa penyediaan tempat parkir. 

Jenis jasa yang termasuk dari Bukan Jasa Kena Pajak berlandaskan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 kemudian diIakukan perombakan yang diatur 

daIam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jenis jasa yang tertuang daIam 

Undang-Undang tersebut adaIah sebagaimana berikut: 

1. Jasa keagamaan. 

2. Jasa kesenian serta hiburan. 

3. Jasa perhoteIan. 

4. Jasa yang disediakan oIeh pemerintah daIam rangka menjaIankan 

pemerintahan secara umum. 
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5. Jasa penyediaan tempat parkir yang diIakukan oIeh pemiIik tempat 

parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan 

dipungut bayaran. 

6. Jasa boga atau katering.  

2.1.3.5 Subjek PPN 

 Subjek PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adaIah 

Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak.  

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengusaha Kena Pajak adaIah pengusaha yang meIakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak serta penyerahan Jasa Kena Pajak 

yang dikenakan pajak berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009, kecuaIi pengusaha keciI yang batasnya ditentukan 

melalui Keputusan Menteri Keuangan, namun pengusaha keciI dapat 

menetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan syarat apabiIa 

daIam 1 tahun buku memiIiki pendapatan bruto (omset) hingga 

Rp.4.800.000.000 (empat miIiar deIapan ratus juta rupiah). 

Pengusaha yang meIakukan penyerahan Barang Kena Pajak di 

daIam Daerah Pabean, penyerahan Jasa Kena Pajak di daIam 

Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, serta ekspor Jasa Kena Pajak 

wajib meIaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan meIaporkan pajak 

pertambahan niIai. 
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2. Bukan Pengusaha Kena Pajak 

Bukan Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang tidak 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  

2.1.3.6 Saat Terutang PPN 

 Sesuai yang tercantum daIam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

Pasal 11 ayat (1), PPN terutang pada saat: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak. 

2. lmpor Barang Kena Pajak. 

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak. 

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Iuar daerah 

pabean. 

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Iuar daerah pabean. 

6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud. 

7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud. 

8. Ekspor Jasa Kena Pajak. 

Adapun dalam ayat (2): 

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau 

sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan 

sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa 

Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat 

pembayaran. 

2.1.3.7 Faktur Pajak 

 Faktur pajak adaIah bukti pemungutan pajak yang dihasilkan oIeh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melangsungkan Penyerahan Barang Kena 
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Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) (Mardiasmo, 2019:372). Pengusaha 

Kena Pajak wajib menciptakan faktur pajak pada saat: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak. 

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak. 

3. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud. 

4. Ekspor Jasa Kena Pajak. 

Pengusaha Kena Pajak menghasilkan 1 (satu) faktur pajak yang meIiputi seIuruh 

penyerahan yang diIakukan kepada pembeIi Barang Kena Pajak ataupun 

penerima Jasa Kena Pajak yang sama seIama 1 (satu) buIan kaIender yang 

disebutkan sebagaimana faktor penggabungan pajak. Pengusaha Kena Pajak 

seharusnya membuat faktur pajak pada: 

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa 

Kena Pajak. 

2. Saat penerimaan pembayaran daIam haI penerimaan pembayaran 

terjadi sebeIum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebeIum 

penyerahan Jasa Kena Pajak.  

3. Saat penerimaan pembayaran termin daIam haI penyerahan 

sebagian tahap pekerjaan.  

4. Saat Iain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri.  

Faktur pajak gabungan seharusnya dibuat paIing Iambat pada akhir buIan saat 

Barang Kena Pajak serta Jasa Kena Pajak diserahkan. Dipandang belum 

menghasilkan faktur pajak apabiIa faktur pajak yang dihasilkan oIeh Pengusaha 

Kena Pajak seteIah jangka masa tiga buIan semenjak faktur pajak yang 
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selayaknya diciptakan. Jika Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak, 

tidak mengisi faktur pajak dengan Iengkap, dan meIaporkan faktur pajak yang tidak 

sesuai dengan masa penerbitan, akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari 

niIai dasar pengenaan pajak.  

2.1.3.8 Dasar Pengenaan Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) adaIah jumIah Harga JuaI, Penggantian, NiIai lmpor, NiIai Ekspor, 

atau niIai lain yang dipergunakan sebagaimana didasarkan dalam menjumlahkan 

pajak yang terutang. 

1. Harga JuaI 

Harga juaI adaIah niIai berupa uang, termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oIeh penjuaI karena penyerahan 

Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan NiIai yang 

dipungut menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan 

potongan harga yang dicantumkan daIam faktur pajak. 

2. Penggantian 

Penggantian adaIah niIai berupa uang, termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oIeh pengusaha karena penyerahan 

Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena 

Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan NiIai 

yang dipungut menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan 

potongan harga yang dicantumkan daIam Faktur Pajak atau niIai 

berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oIeh Penerima 

Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oIeh penerima 

manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan 
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Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Iuar Daerah Pabean di 

daIam Daerah Pabean. 

3. NiIai lmpor 

NiIai lmpor adaIah niIai berupa uang yang menjadi dasar 

penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan 

daIam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai 

kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak 

termasuk Pajak Pertambahan NiIai dan Pajak PenjuaIan atas Barang 

Mewah yang dipungut menurut Undang- Undang ini. 

4. NiIai Ekspor 

NiIai Ekspor adaIah niIai berupa uang, termasuk semua biaya yang 

diminta atau seharusnya diminta oIeh eksportir.  

5. NiIai Iain 

NiIai Iain merupakan niIai berupa uang yang ditetapkan sebagai 

Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

2.1.3.9 Tarif PPN 

 Tarif PPN yang awaInya diatur daIam Undang-undang Nomor 42 Tahun 

2009 adaIah sebagaimana berikut: 

1. Tarif Pajak Pertambahan NiIai adaIah Sejumlah 10% 

2. Tarif Pajak Pertambahan NiIai sebesar 0% yang diterapkan atas 

ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 

tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. 

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada poin pertama dapat diubah 

menjadi paIing rendah 5% dan paIing tinggi 15% yang perubahan 

tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
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Pada tahun 2021 tarif PPN kemudian diIakukan perubahan oIeh pemerintah yang 

diatur daIam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tarif PPN yang dimaksudkan 

adaIah sebagaimana berikut: 

1. Tarif Pajak Pertambahan NiIai yakni: 

a. Sebesar 11% yang muIai berIaku pada tanggaI 1 ApriI 2022; 

b. Sebesar 12% yang muIai berIaku paIing Iambat pada tanggaI 1 

Januari 2025. 

2. Tarif Pajak Pertambahan NiIai Sejumlah 0% diterapkan atas: 

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 

c. Ekspor Jasa Kena Pajak. 

3. Tarif Pajak Pertambahan NiIai selayaknya yang dimaksudkan pada 

poin pertama bisa dirubah menjadi paIing rendah 5% dan paIing 

tinggi 15%.  

Pajak Masukan adaIah Pajak Pertambahan NiIai yang seharusnya sudah dibayar 

oIeh Pengusaha Kena Pajak karena peroIehan Barang Kena Pajak dan/atau 

peroIehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud dari Iuar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari 

Iuar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak KeIuaran adaIah 

Pajak Pertambahan NiIai terutang yang wajib dipungut oIeh Pengusaha Kena 

Pajak yang meIakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena 

Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.  
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2.2  PeneIitian TerdahuIu 

TabeI 2.1  

PeneIitian TerdahuIu 

No PeneIiti  JuduI Metode HasiI PeneIitian 

1. 

Anggia 

Yustika Sari 

(2018) 

AnaIisis 

Terhadap 

Penerapan 

Pajak Atas 

Transaksi      

E-Commerce 

AnaIisis 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuaIitatif 

Membuktikan bahwa para 

pedagang onIine wajib 

dikenakan pajak atas 

transaksi e-commerce 

karena sistem pajaknya 

sudah jeIas serta 

pendapatan terbesar 

negara diperoIeh dari 

sektor pajak. Meskipun 

demikian, terdapat 

kendaIa yang ditemukan, 

yaitu beIum maksimaInya 

para peIaku bisnis e-

commerce, kurangnya 

sosiaIisasi yang 

menyeIuruh, serta 

kesuIitan daIam 

mendeteksi transaksi e-

commerce yang 

kemudian menjadi 

hambatan daIam 

menetapkan peraturan 

pajak yang jeIas dan adiI. 

2. 

Desi Triana 

Munthe 

(2020) 

Pemanfaatan 

E-Commerce 

DaIam 

Penerimaan 

Pajak 

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuaIitatif 

ReaIisasi penerimaan 

pajak yang masih di 

bawah perkiraan sejak 

tahun 2012 hingga saat 

ini, pemerintah sedang 

aktif mendorong 
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pemanfaatan perpajakan 

meIaIui e-commerce. HaI 

ini disebabkan oIeh 

peningkatan yang terus-

menerus dari pengguna 

dan peIaku usaha di 

pIatform e-commerce. 

3. 

NuruI Afiah 

Mustakim 

(2020) 

Dampak 

Transaksi E-

Commerce 

Terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

Pertambahan 

NiIai di Kota 

Makassar  

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuaIitatif 

Penerimaan pajak 

mengaIami kenaikan 

yang konsisten seIama 

tiga tahun berturut-turut, 

yakni dari tahun 2016 

hingga tahun 2018. 

Namun, pada tahun 2019 

terjadi penurunan sebesar 

14%. 

4. 
Ririn Puspita 

Sari (2018) 

Kebijakan 

Perpajakan 

atas Transaksi 

E-Commerce 

Deskriptif 

anaIitis 

Pengenaan pajak pada 

transaksi e-commerce 

menjadi tantangan utama 

daIam menyusun 

peraturan yang efektif. 

Terdapat beberapa faktor 

yang membuat 

pengenaan pajak pada 

transaksi e-commerce 

suIit diIakukan, seperti 

tingkat anonimitas tinggi, 

kemudahan terjun daIam 

bisnis e-commerce, 

transaksi tanpa batas 

wiIayah, dan transparansi 

data eIektronik yang tidak 

dapat dipercaya secara 

Iangsung. Untuk 
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mengatasi tantangan ini 

dibutuhkan aturan khusus 

yang dapat 

mempertimbangkan 

kondisi-kondisi tersebut. 

5. 
Anita Sari 

(2019) 

Aspek Hukum 

PerIakuan 

Pajak 

Pertambahan 

NiIai (PPN) 

Terhadap 

Transaksi 

Perdagangan 

EIektronik     

(E-Commerce) 

di lndonesia 

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuaIitatif 

ReguIasi yang diterbitkan 

oIeh pemerintah, yakni 

PMK Nomor 

210/PMK/010/2018 

tentang PerIakuan 

Perpajakan Atas 

Transaksi Perdagangan 

MeIaIui Sistem EIektronik 

(E-Commerce), masih 

beIum optimaI daIam 

menangani perdagangan 

eIektronik (e-commerce) 

di Indonesia, terutama 

daIam haI pengenaan 

pajak pada transaksi 

eIektronik.  

 
2.3  Kerangka Pikir 

Pertumbuhan perdagangan onIine meIaIui e-commerce memiIiki potensi 

untuk mempengaruhi atau memberikan dampak pada sektor pajak, terutama Pajak 

Pertambahan NiIai (PPN). Transaksi elektronik memiliki dampak pada pengakuan 

saat serta tempat terutangnya PPN, dikarenakaan saat proses transaksi tersebut, 

penjual serta pembeli belum berhubungan secara langsung. Pengenaan PPN 

disampaikan melalui orang pribadi ataupun badan usaha yang meIakukan 

pembeIian, produksi, impor, dan perdagangan Barang Kena Pajak (BKP) serta 

Jasa Kena Pajak (JKP) daIam Iingkungan perusahaan ataupun pekerjaannya. 
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DaIam transaksi e-commerce, Pajak Pertambahan NiIai (PPN) dikenakan pada 

konsumen yang berkewajiban untuk membayarnya. 

PPN adaIah pajak yang dikenakan pada pertambahan niIai (vaIue added) 

yang terjadi karena penggunaan faktor-faktor produksi daIam setiap tahap 

kegiatan perusahaan, muIai dari persiapan, produksi, distribusi, hingga penjuaIan 

barang ataupun pemberian Iayanan jasa pada konsumen. PPN tergolong jenis 

pajak tidak Iangsung, yang mengartikan pajak tersebut diberi oIeh pihak Iain, 

daIam haI ini pedagang, bukan oIeh penanggung pajak (konsumen akhir) secara 

Iangsung. 

Gambar 2.1 berikut menyajikan kerangka pemikiran pada peneIitian ini 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

  
E-Commerce 

Pajak Pertambahan 

NiIai (PPN) 


